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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA LK5A

BUPATI MERAUKE,

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Merauke Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerab Kabupaten
Merauke sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Merauke Nomor 13 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Merauke Nomor
7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Merauke, maka perlu
dilakukan penyesuaian terhadap Regulasi Pelayanan
Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Merauke;

bahwa Peraturan Bupati Merauke Nomor 68 Tahun 2018
tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan  dan
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Merauke sudah tidak sesuai lagi
dengan  dinamika  Peraturan  Perundang-undangan
sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati Merauke tentang Pendelegasian
Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan
dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi lIrian Barat dan Kabupaten-
kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3274),

2. Undang..
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l}\{}rlldang—Un({ang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
usus_bagl Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6398),;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terahir dengan Undang Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049,
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 2015, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Dipindai dengan CamScanner



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

« 3 -

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia ’I‘ahu,n
2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6215);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tent.ang
Terpadu  Satu  Pintu

Penyelenggaraan  Pelayanan .
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 221),;

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang
Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 210);

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas
Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 1767);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 1956);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887 );

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang
Penanaman Modal;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1956); |

’Ir’;;aturan Dacrah  Kabupaten Merauke Nomor Q
o kun 2014 tentang Tata Cara Pembentukan Produk
ukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merauk:
Tahun 2014 Nomor 9); o
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g Nomor 7
17. Peraturan Daerah Kabupaten Meraulzle’ R s
Tahun 2016 tentang Pembentukan a £ ﬁa('rqlu
Perangkat Daerah Kabupaten Merauke (ch)lbgégzgaixﬂana
Kabupaten Merauke tahun 21016 Non;gcrr'uuran( o it
4 1 2 an ¢ A
telah  diubah terakhir dengan acra
Kabupaten Merauke NmnorD 13 hrﬂ]?:brilpi?elr? N;zr:atm(%
Perubahan Atas Peraturan Dacra abupaten & ’
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan bl}j:;ii
Perangkat Daerah Kabupaten Merauke (L(.m.baran aere
Kabupaten Merauke Tahun 2018 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

SERATURAN BUPATI MERAUKE TENTANG PENDELEGASIAN
:{LéﬁlAl;II\LJJPI«NGAN PENERBITAN DAN PENANDA’[‘ANGANAP{
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA  DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN MERAUKE

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
3.

RS

Daerah adalah Kabupaten Merauke.

Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah Kabupaten Merauke yang terdiri atas
Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Meraulke,

Bupati adalah Bupati Merauke.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Merauke.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabu paten
Merauke.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Merauke yang selanjutnya disebut dengan
DPMPTSP  Kabupaten Merauke adalah Satuan  Kerja
Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan f'mx;.{si
pelayanan dibidang perizinan, non perizinan :
modal.

Kepala Dinas adalah Kepala DPMPTSP Kabupaten Merauke.

chd;lcgasian Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan
Perizinan dan Non Perizinan adalah penyerahan hak,
kewajiban dan  pertanggungjawaban penerbitan  dan
penandatanganan atas nama Bupati kepada DPMPTSP,

dan penanaman

0 Qo i
. 5 Luan
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9. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Merauke vyang
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18.

selanjutnya disebut dengan SKPD adalah
Organisasi/Lembaga Pemerintah Daerah yang terdiri dari
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah,
Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong
Praja, dan Distrik di Kabupaten Merauke.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut
dengan PTSP adalah pelayanan yang terintegrasi dalam satu
Kesatuan proses dimualai dari tahap permohonan sampai
dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui

satu pintu. _ .
Standar Operasional Prosedur adalah tahapan yang dilalui

untuk menyelesaikan tugas pelayanan umum bidang
Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal pada

DPMPTSP Kabupaten Merauke.
Tim Teknis adalah Tim Kerja Teknis terdiri dari unsur SKPD

teknis terkait yang memiliki kewenangan untuk mengambil
keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai
diterima atau ditolak suatu permohonan perizinan.

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan adalah pemberian
satu atau lebih Izin dan Non Perizinan kepada orang atau
Badan Hukum untuk melakukan aktifitas usaha dan / atau
kegiatan bukan usaha,

Perizinan adalah izin kepada orang pribadi atau Badan Usaha
yang dimaksudkan sebagai pembinaan, pengaturan,
pengawasan dan pengendalian atas kegiatan pemanfaatan
ruang serta penggunaan Sumber Daya Alam, barang, sarana,
prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi
kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan,
fasilitas, fiskal dan informasi mengenai kegiatan tertenty
sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undang.{zm.
Pferizinan Pararel adalah penyelenggaraan perizinan yang
diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus
mencakup lebih dari saty jenis izin yang diproses secara
terpadu dan bersamaan.

Izin adalah dokumen yang diterbitkan oleh DPMPTSP
Kabupaten Merauke berdasarkan peraturan daerah atay
peraturan  lainnya yang merupakan  bulti legalitas
menyatakan sah atay diperbolehkannya seseorang atay
Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertenty.
Survey Kepuasan Masyarakat atau yang selanjutnya disebut
SKM adalah pengukuran secara komprehensil kegiatar
tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari
hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam
memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan puhlilc.
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BADB 11
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diselenggarakannya Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah :

a. Mewujudkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Yang Flektif,
Efisien, Transparan dan Akuntabel.

b. Mewujudkan hak masyarakat dan  pelaku  usaha  untuk
mendapatkan kepastinn hukum dalam pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan.

Masal 3

Tujuan Penyelenggaraan Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu  adalah
untuk meningkatkan Kualitas Pelayanan Publikk Bidang Perizinan
dan Non Perizinan di Daerah.

BAB I11
PENDELEGASIAN DAN PELAKSANAAN KEWENANGAN

Pasal 4

Pendelegasian kewenangan Bupati kepada Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Merauke, terdiri dari
a. Pelayanan Perizinan;

b. Pelayanan Non-Perizinan

Pasal 5

Berdasarkan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud
pada ayat 1 pasal (4) maka Kepala DPMPTSP berwenang melakulkan
proses  administrasi, penandatanganan dokumen, penerbitan
dokumen, setelah adanya pemenuhan komitmen oleh pemohon
terhadap lzin Berusaha yang diproses melalui Online Singele
Submission (OSS), dan/atau penarikan retribusi, serta mummiémi
pengaduan masyarakat L

Pasal 6

Kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Kepala DPMPTSP

wajib :

Memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik:

Menetapkan Prosedur dan Mekanisme Pelayanan;

Menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi:

. Menyampaikan tembusan dokumen vang diterbitkan kepads
instansi terkait;

e. Menyampaikan Laporan Realisasi pelaksanaan tugas setiap hulan

kepada Bupati dengan tembusan kepada instansi terkait.

o op

& i

R
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Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan kewenangannya DPMPTSP dibantu oleh

Tim Teknis;

dimaksud pada ayat (1) terdiri dari

(2) Tim Teknis sebagaimana .
ewenangan di bidang

unsur Perangkat Daerah yang mempunyai k
perizinan;
(3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari

pejabat dari SKPD yang mempunyai kompetensi spsuai dengan
bidangnya dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

ana dimaksud pada ayat (3)
kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam
rangka memberikan Rekomendasi Teknis mengenai diterima atau
ditolaknya suatu Permohonan Izin dan Non Perizinan.

(4) Tim Teknis sebagaim memiliki

Pasal 8

(1) DPMPTSP dalam menyelenggarakan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan berkoordinasi dengan SKPD Teknis.

(2) Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
DPMPTSP bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah.
Pasal 9

(1) DPMPTSP dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada
Standar Operasional (SOP) dan Prosedur Standar Pelayanan (SP);

(2) S.tandar Operasional {SOI’) dan Prosedur Standar Pelayanan (51
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
INFORMASI DAN PENGADUAN
Pasal 10
(1) Dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP

menyediakan Pelayanan Informasi dan pegaduan;

(2) Apabila Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP tidal
sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan malk
pemohon dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepoala

DPMPTSP;

3 K. - )
(3) Peneaduan.
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() g?tr.lggduan' Sf’bf‘gaimana dimaksud pada ayat (2) harus
h' indaklanjuti Kepala DPMPTSP paling lambat 14 (empat belas)
ari kerja sejak diterimanya pengaduan.

BAB V
KOORDINASI DAN PELAPORAN
Pasal 11

(1) Pemberian Izin diberikan apabila telah memenuhi syarat-svarat
yang telah ditetapkan;

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat sebagaimana
dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam SOP;

(3) Permohonan izin di tolak apabila tidak memenuhi syarat-syarat
sebagai mana di maksud pada ayat (2);

(4) Penolakan rekomendasi 1zin sebagaimana di maksud pada ayat (3)
disertai dengan penjelasan persyaratan yang tidak terpenuhi.

Pasal 12

Kepala DPMPTSP Kabupaten Merauke melakukan koordinasi dengan
instansi/Satuan Kerja yang terkait dengan pelayanan sebagaimana
dimaksud dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Kepala DPMPTSP wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan
kewenangan Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
setidaknya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah.
BAB VI

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
Pasal 14

(1) Pengawasan dan Pembinaan terhadap Pelaksanaan Teknis
Perizinan dan Non Perizinan secara fungsional tetap menjodi
kewenangan SKPD sesuai jenis perizinan dan non perizinan.

(2) Setiap SKPD melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap

perizinan dan non perizinan yang diterbitkan DPMIPESP
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Pasal 15

P elaks.,agaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang tidak
sesual dengan ketentuan yang telah ditetapkan, dikenakan sanksi
sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.

BAR VII
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Sf?gala biaya sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Merauke.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18

(1) Perizinan dan Non Perizinan yang telah terbit sebelum penetapan
Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku;

(2) Segala Bentuk Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang baru
maupun  perpanjangan diproses berdasarkan ketentuan

Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati Merauke mulai berlaku, maka Peraturan
Bupati Merauke Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non
Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Merauke dicabut dan dinyatakan tidal
berlaku.
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BAB 1x
PENUTU})

Peraturan By T
pati inj L
mulalberlaku pada tanggal diundangkan.

ahkan pengundangan

Agar setiap o
rar n
by m('ng‘(“‘lm"“i“.\/“, memerint
Berita Daerah

Peraturan inj .
Kabupat dengan Penempatannva .
paten Merauke. alannya  dalam

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 10 Februari 2022

BUPATI MERAUKE,
CAP/TTD
ROMANUS MBARAKA

| pundangkan di Merauke
| pada tanggal 10 Februari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERAUKE

CAP/TTD
RUSLAN RAMLI

25

N

BERITA DAERAH KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2022 NOMOR

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

™

A. VICTOR KAISIEPO, SH., M.kn
NIP. 19740507 200112 1 003
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HUPATI MERAUKL,
CAP/TTD
ROMANUS MBARARKA
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KEPALA BAGIAN HUKUM,
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L VICTOR KAISIEPQ, SH., M.k
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